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ABSTRAK 

M. Lusyan Dendi / 222015149 / Analisis Penyusunan Anggaran Dan Realisasi Untuk 

Meningkatkan Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Pada Dinas 

Perhubungan Kota Palembang 

 

Tujuan penelitian ini adalah mengenalisis. Penyusunan anggaran dan realisasi untuk 

meningkatkan efektivitas penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum pada dinas perhubungan 

Kota Palembang. 

  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan yaitu data 

primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara. Metode 

analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.  

 

Hasil penelitian dari Dinas Perhubungan Kota Palembang  menunjukkan bahwa Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penentuan Penyusunan Anggaran dan target retribusi parkir yang 

didasarkan pada data historis. Dalam pelaksanaan penyusunan anggaran dinas perhubungan 

keseluruhan sudah sesuai dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang 

penyusunan anggaran. Sumber penerimaan retribusi parkir yang masih menggunakan 

perhitungan secara tradisional hanya menambahkan dan mengurangi penerimaan di setiap 

harinya.Sistem pengendalian dan pegawasan dilapangan yang masih kurang disebabkan masih 

terdapatnya parkir-parkir liar yang belum dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang 

selaku wadah yang mengelola retribusi parkir. 

 

Kata Kunci :Penyusunan Anggaran, Retribusi Parkir, Peraturan Daerah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era otonomi daerah secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 

tanggal 1 Januari 2001 yang menghendaki daerah untuk berkreasi dalam 

mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai  pengeluaran pemerintah 

daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Pemberian 

otonomi kepada daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada daerah 

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, guna meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan 

kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Pemberian kewenangan 

kepada daerah mengakibatkan adanya pungutan pajak dan retribusi daerah 

yang berhubungan dengan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. 

Pemungutan tersebut harus bisa dipahami oleh masyarakat sebagai sumber 

penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah  untuk meningkatkan  kesejahteraan 

masyarakat daerah (Betti, 2015:2) 

Perusahaan harus menyusun strategi dan rencana baik dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang dan strategi tersebut disusun secara bertahap 

dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi strategi agar 

tujuan perusahaan tercapai. Salah satunya ialah menyusun anggaran. Anggaran 

merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan dalam hubunganya dengan 

sistem pengendalian manajemen, proses penyusunan anggaran merupakan 

rencana yang didasarkan atas dampak rencana kerja tersebut terhadap laba. 

Sistem penganggaran memiliki peran yang penting dalam pencpaian tujuan 
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perusahaan. Keberhasilan anggaran untuk mendukung tujuan perusahaan dapat 

ditentukan dari sejauh manakah anggaran dapat memenuhi fungsi-fungsinya. 

Permasalahan yang dihadapi adalah apakah sistem penganggaran yang 

diterapkan perusahaan dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan 

pengendalian manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan dengan maksimal. 

           Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya adalah pajak dan 

retribusi daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai 

jenis pajak dan retribusi yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan 

masyarakat. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam 

upaya pembenahan kebutuhan daerah untuk mendukung penyelenggaraan 

otonomi melalui sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi dan 

dekonsentrasi tugas bantuan itu perlu diatur pembiayaan keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan 

pembagian kewenangan, tugas dan pertanggungjawaban yang jelas antara 

tingkat pemerintahan untuk membawa daerah pada derajat otonomi yang 

berarti dan mengarah pada kemandirian daerah. 

Pembangunan nasional dan pembangunan daerah sesungguhnya 

menjadi tanggungjawab warga negara dan masyarakat. Kaitanya dengan 

pembangunan daerah dalam rangka otonomi daerah. pendapatan daerah 

menjadi sangat penting karena dapat meningkatkan taraf hidup dan 

ksejahteraan masyarakat dengan pembangunan daerah yang serasi dan terpadu 

disertai perencanaan pembangunan yang baik efsien dan efektif maka akan 

tercipta kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh wilayah 
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Indonesia. Pembangunan di suatu daerah dimaksudkan untuk membangun 

masyarakat seutuhnya untuk itu diharapkan pembangunan tersebut tidak hanya 

mengejar kemajuan daerah saja, akan tetapi mencakup keseluruhan aspek 

kehidupan masyarakat yang dapat berjalan serasi dan seimbang di segala 

bidang dalam rangka menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata 

materil dan spiritual. 

Berdasarkan undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, di pasal 285 menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan 

semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang 

terdiri dari : Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil pendapatan milik daerah dan 

hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan Lain-lain 

PAD yang sah. 

Berdasarkan undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa retribusi daerah adalah 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 

yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan pribadi atau badan jasa tertentu tersebut dikelompokkan kedalam 

tiga golongan yaitu : Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Jasa Perizinan Tertentu  

Retribusi parkir merupakan retribusi umum yang merupakan bagian 

dari masyarakat yang berkaitan dengan fasilitas pelayanan penyediaan di 

bidang lahan parkir yang baik yang tidak mengganggu pengguna jalan yang 

lainnya. Menyadari pentingnya retribusi parkir maka pemerintah kota telah 

mempunyai kerangka dengan ditetapkannya peraturan retribusi daerah. 
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Ditetapkannya peraturan retribusi daerah tersebut merupakan langkah nyata 

bagi pemerintah menghimpun potensi dalam negeri sebagai sumber 

penerimaan daerah dan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas 

Negara sebagai sumber pembiayaan pembangunan.  

Dibentuknya Dinas Perhubungan Kota Palembang tidak serta merta 

diikuti perubahan Internasional, melainkan tahapan-tahapan Instansional yakni 

berawal dari terbentuknya Dinas LLAJ Palembang I berubah menjadi Dinas 

LLAJR Wilayah I, berubah lagi menjadi cabang Dinas I LLAJR Tingkat II 

Kodya Palembang. 

Dinas Perhubungan Kota Palembang dapat menggali sumber-sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang khususnya pada retribusi pajak parkir di 

tepi jalan umum, pada Dinas Perhubungan Kota Palembang kegiatan yang 

dikelolahnya adalah pelayanan parkir dan  penyediaan tempat parkir 

Kota Palembang berpotensi memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang 

besar karena Kota Palembang merupakan salah satu kota dengan objek yang 

ditawarkan terdiri dari hiburan, kuliner dan belanja. Sangat berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan, dengan kontribusi terhadap 

Pendapatan Asli Daerah atau PAD Kota Palembang pada tahun 2015 yang 

mencapai 87 persen. Salah satu dari jenis pajak dan retribusi daerah memiliki 

potensi besar dalam menambah Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota 

Palembang yang ada diantaranya yaitu pajak dan retribusi parkir. Dimana pajak 

dan retribusi parkir memiliki prospek yang cerah melihat semakin 

meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Tentunya hal ini diharapkan dapat 
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mendatangkan pendapatan yang besar terhadap penerimaan dari sektor pajak 

dan retribusi parkir apabila semua kendaraan terpungut. Belum lagi ditambah 

dengan kendaraan dari pengunjung luar Kota Palembang. 

Dinas Perhubungan Kota Palembang merupakan instansi yang 

berwenang dalam menangani masalah parkir di Kota Palembang. Sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Kota Palembang, yaitu 

melakukan pelayanan di bidang parkir tentunya menghadapi hambatan selain 

faktor-faktor pendukung yang ada. Terwujudnya keadaan kota yang rapi dari 

kendaraan yang diparkir secara rapi di tempat yang telah disediakan dan tidak 

mengganggu pengguna jalan yang lainnya dengan didukung dari seluruh 

lapisan masyarakat, dengan cara selalu memarkirkan kendaraanya di tempat 

yang telah disediakan serta membayar retribusi parkir.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota 

Palembang tentang penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dapat dilihat 

dari data berikut ini: 

Tabel I.l  

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Parkir Tepi Jalan Umum 

Kota Palembang tahun 2016-2018 

 

Tahun Anggaran Target Realisasi % 

2016 23.356.700.000,00 12,191,000,000.00 6.907.284.100,00 56,66 

2017 18.110.000.000,00 10,000,000,000.00 5,719,644,800,00 57,02 

2018 28.075.000.000,00 10,000,000,000.00 5.223.818.800,00 52,22 

    Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palembang, DPR RI ,2019 
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Berdasarkan Tabel I.I di atas dapat dilihat bahwa anggaran pendapatan 

Dinas Perhubungan Kota Palembang tidak pernah mencapai target yang telah 

ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang dari tahun 2016-2018.  

Realisasi anggaran tidak tercapai maksimal disebabkan oleh 

pembangunan LRT menyebabkan menutup beberapa titik parkir, adanya juru 

parkir dan parkir ilegal, pemasangan gorong-gorong/pipa PGN, menurunya 

jumlah kendaraan yang parkir di bebrapa lokasi parkir karena faktor iklim 

hujan (cuaca), toko tutup, adanya oknum yang tidak mempunyai kepentingan 

dan wewenang dalam pemungutan retribusi parkir khususnya premanise yang 

terjadi pada saat petugas melakukan pemungutan retribusi parkir, pemungutan 

retribusi sandar dilakukan oleh pihak ketiga (perorangan) dengan sistem target. 

Proses penyusunan anggaran di Dinas Perhubungan Kota Palembang 

dilakukan dengan menguraikan perbandingan antara biaya aktual dengan biaya 

yang dianggarkan serta penyimpangannya. Sehingga Dinas Perhubungan Kota 

Palembang dapat membandingkan antara anggaran dengan realisasinya, dan 

dapat menilai prestasi kerja masing-masing manajer pusat pertanggungjawaban 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya standar yang telah 

ditetapkan dengan jelas sebagai tolak ukur penilaian prestasi kerja akan 

mendorong motivasi kerja para karyawan untuk bekerja lebih baik dan lebih 

berprestasi.  

Kelemahan yang dapat dilihat adalah beberapa pegawai yang menyusun  

anggaran tersebut memiliki kinerja yang tidak dapat diandalkan, sehingga 

proses pelaksanaan anggaran tidak berjalan dengan baik, dan tidak mencapai 
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target yang diharapkan. Sehingga mengurangi pendapatan, yang berakibat pada 

hasil pungutan retribusi anggaran tidak berjalan secara optimal.  

Berdasarkan pada uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul " Analisis Penyusunan Anggaran dan Realisasi Untuk    

Meningkatkan Efektivitas Penerimaan Parkir Tepi Jalan Umum Pada Dinas 

Perhubungan Kota Palembang” 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 

permasalahan yang dirumuskan oleh penulis adalah : Bagaimana Proses 

Penyusunan Anggaran Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka 

yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui proses 

penyusunan anggaran dan realisasi yang menyebabkan tidak tercapainya target 

penerimaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Palembang. 
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D. Manfaaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-  

pihak  sebagai berikut:  

1. Bagi Penulis  

Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam disiplin ilmu  

khususnya dalam pemungutan retribusi.  

2. Bagi Objek Penelitian   

Penelitian ini dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan untuk 

mengambil keputusan dalam melaksanakan upaya-upaya untuk 

meningkatkan penerimaan retribusi sebagaimana mestinya khususnya 

berkaitan dengan dinas perhubungan kota palembang  

3. Bagi Almamater  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi peneliti 

selanjutnya berkaitan dengan masalah retribusi daerah sehingga dapat 

dijadikan perbandingan dan pertimbangan. 
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